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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang
digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama
Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi
tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang
belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam
Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal
Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system
tulissan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transeliterasi ini
sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan

tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Nama Huruf Keterangan
Arab Latin
) Tidak ) )
| Alif ) Tidak dilambangkan
dilambangkan

< Ba’ B Be

< Ta’ T Te

& Sa’ S s (dengan titik di atas)

d Jim J Je

d Ha’ h h (dengan titik




dibawah)

d Kha’ Kh ka dan ha
3 Dal D De
. . . zet (dengan titik di
4 Zal Z
atas)
J Ra’ R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
U Syin Sy es dan ye
s (dengan titik di
e Sad S
bawah)
d (dengan titik di
ol Dad d (deng
) bawah)
t (dengan titik di
& Ta T
bawah)
z (dengan titik di
5 Za 1
) bawah)
' ‘Ain ¢ Koma terbalik di atas
£ Gain G Ge
o Fa F Ef
a Qaf Q Qi

Vi




d Kaf K Ka

J Lam L El

a Mim M Em

o Nun N En

3 Waw W We

® Ha’ H Ha

s Hamzah ‘ Apostrof
¢ Ya’ Y Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

Osenia Ditulis muta ‘aqqidin

3 Ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbuthah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang
sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

-

4aclaa : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

A dand : ditulis Ni’matullah
Jhdll sy ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.
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E. Vokal Panjang

Fathah + alif A

1] 5., Ditulis
s Jaahiliyyah
Fathah + ya’mati A

2 iy Ditulis B
P yas‘a
Kasrah + ya’mati I

3| ... Ditulis
a A Karim
Dammah + _

4 _ Ditulis U
wawumatl
- Sfur ud
2yl

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata

dipisahkan Dengan Apostrof

well

Al - ditulis a’antum

Ciiga - ditulis mu anntaS

G. Vokal Rangkap

Fathah dan ya’ sukun

) Ditulis Bainakum
pLaY
Fathah dan wawu

Y Ditulis Faugakum
sukun
Ko
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H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
OILAY - ditulis al-Qur’an
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf
Syamsiyah yang mengikutinya
Al - ditulis as-sayyi’ah
I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
pohy) fpd - ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul

Islam
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ABSTRAK

Idhar 1zzul Khag. NIM: 1117035. Pemahaman Hukum Masyarakat
Kota Pekalongan Terhadap Batasan Usia Nikah Dalam Undang-
Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019. Pembimbing : Dr. Trianah
Sofiani, S.H., M. H.

Dalam hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan umur
dapat melakukan ikatan perkawinan. Akan tetapi perkawinan dapat
terlaksana apabila masing-masing mempelai telah mampu secara
mental dan spiritual untuk membina rumah tangga serta siap untuk
hidup berdampingan dengan masyarakat. Pada kenyataannya, ketentuan
perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan masih belum sepenuhnya diterapkan oleh
pasangan yang hendak melakukan perkawinan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan
dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah reduksi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pemahamam hukum
masyarakat Kota pekalongan tentang batas usia nikah berdasarkan
Undang-undang No. 16 tahun 2019 yaitu masih banyak masyarakat
yang belum paham tentang batas usia nikah dikarenakan Kurangnya
sosialisasi karena informasi, tidak pernah dibahas di sekolah,
kurangnya minat baca masyarakat, dan ketidakpedulian masyarakat
terhadap undang-undang itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi  tingkat pemahaman hukum masyarakat Kota
Pekalongan terhadap batasan usia nikah dalam undang-undang no. 16
tahun 2019 yaitu pendidikan, ekonomi, lingkungan, informasi.

Kata Kunci : Batas Usia Nikah, Pemahaman, Masyarakat
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ABSTRACT

Idhar lzzul Khag. NIM: 1117035. Legal Understanding of the
Pekalongan City Community Regarding the Age Limit for Marriage in
Marriage Law No0.16 of 2019. Supervisor: Dr. Trianah Sofiani, S.H.,
M.H.

In Islamic law, basically all age levels can enter into marriage.
However, marriage can take place if each bride and groom are mentally
and spiritually able to build a household and are ready to live side by
side with society. In reality, the marriage provisions contained in Law
Number 1 of 1974 concerning Marriage and Law Number 16 of 2019
concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning
Marriage are still not fully implemented by couples wishing to marry.

The research method used is field research. The data collection
techniques used were questionnaires and documentation. Meanwhile,
the data analysis used is data reduction, data presentation, and drawing
conclusions.

The results of the research show that: Pekalongan City people's
legal understanding regarding the age limit for marriage based on Law
no. 16 of 2019, namely that there are still many people who do not
understand the age limit for marriage due to lack of socialization due to
information, it is never discussed in schools, people's lack of interest in
reading, and people's ignorance of the law itself. The factors that can
influence the level of legal understanding of the people of Pekalongan
City regarding the marriage age limit in Law no. 16 of 2019, namely
education, economy, environment, information.

Keywords: Marriage Age Limit, Understanding, Society
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya semua yang ada di dunia ini Allah ciptakan
berpasang-pasangan, begitu juga dengan manusia. Allah
menciptakan manusia sejatinya berpasang-pasangan supaya
manusia dapat mempunyai keturunan melalui jalan perkawinan.t
Hakikat serta tujuan dilaksanakannya suatu perkawinan adalah
untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan
ketuhanan yang maha Esa.?

Pernikahan adalah pertalian yang sah antara laki-laki dan
perempuan untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu
perintah peristiwva yang sangat penting dalam kehidupan
masyarakat, sebab pernikahan tidak hanya menya ngkut pria dan
wanita calon mempelai saja, tetapi juga kedua orang tua mempelai,
baik dari pihak mempelai pria maupun wanita, dan saudara-
saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing.®

Di Indonesia, untuk bisa melakukan perkawinan harus
memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam
Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11
memuat mengenai syarat-syarat materiil, sedangkan Pasal 12
memuat mengenai syarat-syarat yang bersifat formil.* Syarat-syarat
tersebut harus dipenuhi oleh pasangan yang hendak melakukan

! Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini Menurut Hadits dan Dampaknya”,
Jurnal Living Hadits, Volume 3, No. 1, Mei (2018), 49.

2 Yulkarnain Harahap dan Andy Omara, “Kompilasi Hukum Islam Dalam
Perspektif Hukum Perundang Undangan”, Mimbar Hukum-Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada, Vol. 22 No. 3 (2010): 625.

3 Padma D. Liman, “Tinjaun Hukum Atas Batas Minimal Usia Untuk
Melakukan Perkawinan Menurut Undang Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Hermeneutika, Vol. 5,
No. 2, Agustus (2021), 173.

4 Dhorifah Hafidhotul Hikmah, “Pengaruh Batas Usia Kawin Dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan di Bawah Umur
Di Kabupaten Rembang Jawa Tengah”, Diponegoro Law Journal, Volume 6, No .2,
(2017), 2.



perkawinan. Khusus pasal 7 yang merupakan bagian dari syarat
yang bersifat materil yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah diubah oleh ketentuan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam
pasal 7 yang baru disebutkan, bahwa perkawinan hanya diizinkan
apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)
tahun. Hal tersebut sudah jelas ditetapkan oleh pemerintah melalui
berbagai pertimbangan dari segi kesehatan maupun tingkat
kedewasaan. Sehingga pasangan yang hendak melakukan
perkawinan diharapkan mampu menjalankan kehidupan rumah
tangganya dengan baik.

Dalam hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan umur
dapat melakukan ikatan perkawinan. Akan tetapi perkawinan dapat
terlaksana apabila masing-masing mempelai telah mampu secara
mental dan spiritual untuk membina rumah tangga serta siap untuk
hidup berdampingan dengan masyarakat. Perkawinan haruslah
memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga kesiapan diri
baik lahir maupun batin bagi laki-laki maupun perempuan.®Pada
kenyataannya, ketentuan perkawinan yang terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih
belum sepenuhnya diterapkan oleh pasangan yang hendak
melakukan perkawinan.

Di Kota Pekalongan Praktik pernikahan dini yang
mengguanakan jalur dispensasi nikah masih ada bahkan dari tahun
ketahun diatas 30 pasangan. yang terparah di tahun 2021 ada 72
pasangan. Terkahir di tahun 2023 terdapat 39 pasangan nikah dini
melalui jalur dispensasi nikah.®

S Dedi Supriadi dan Mustofa, Perbandingan hukum perkawinan di Dunia
Islam, (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009), 23.

® Laporan Tahunan (Laptah), www.pa-pekalongan.go.id/informasi
umum/laporan-12, Diakses pada hari rabu tanggal 21 februari 2024.



Tabel 1.1 Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pekalongan

Sebelum pengesahan Sesudah pengesahan
No. Tahun Angka No. Tahun Angka
permohonan permohonan
1. | 2017 9 1. 2019 29
2. | 2018 6 2. 2020 64
3. 2021 72
4. 2022 66
5. 2023 39

Dari data diatas peneliti tertarik untuk melakukan survei di
Kota Pekalongan karena Secara geografis, wilayah Kota
Pekalongan terletak antara 60 50° 42" - 60 55’ 44” Lintang Selatan
dan 1090 37° 55” - 1090 42’ 19” Bujur Timur. Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (RTRWN) menetapkan Kota Pekalongan sebagai
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sebagai PKW maka diharapkan
Kota Pekalongan dapat berperan menjadi pusat pengembangan bagi
wilayah di sekitarnya, yang meliputi Kabupaten Pekalongan dan
Kabupaten Batang.

Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa
Tengah, RTRW Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan Kota
Pekalongan sebagai bagian dan simpul utama dari Kawasan
Petanglong (Kawasan Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan
Kabupaten Pekalongan). Kawasan Petanglong adalah kawasan
strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sektor
unggulannya adalah pertanian, pariwisata, industri dan perikanan.
Potensi ekonomi yang manjadi andalan Kawasan Petanglong
meliputi sektor primer adalah perikanan; sektor sekunder adalah
tekstil, batik, dan pengolahan ikan; serta sektor tersier adalah jasa
dan perdagangan. Kondisi ini tentunya menjadikan Kota




Pekalongan memiliki posisi yang sangat strategis.’Dengan
kemajuan ekonomi dan kawasan yang strategis di Kota pekalongan,
masih banyak terjadi dispensasi nikah.

Berdasarkan latar nelakang tersebut peneliti melakukan
survei dengan cara menyebar angket kuesioner untuk mengetahui
pemahaman hukum masyarakat Kota Pekalongan terhadap batasan
usia nikah dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Dengan
demikian, penulis mengangkat judul penelitian “PEMAHAMAN
HUKUM MASYARAKAT KOTA PEKALONGAN
TERHADAP BATASAN USIA NIKAH DALAM UNDANG-
UNDANG PERKAWINAN NO. 16 TAHUN 2019.

B. Rumusan Masalah
Dari permasalahan tersebut, maka peneliti dapat
merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Kota Pekalongan terhadap
batas usia nikah berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun
2019 ?

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman hukum
masyarakat Kota Pekalongan terhadap batas usia nikah
berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui bahwa

tujuan peneltian ini antara lain sebagai berikut:

a. Untuk menjelaskan pemahaman hukum masyarakat Kota
Pekalongan terhadap batas usia nikah berdasarkan Undang-
undang No. 16 Tahun 2019.

b. Untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi
pemahaman hukum masyarakat Kota Pekalongan terhadap

" Data geografis Kota Pekalongan, Badan Pusat Statistik Pekalongan,
https://pekalongankota.bps.go.id/indicator/153/114/1/luas-wilayah-kota-
pekalongan.html diakses pada 10 Mei 2024.



batas usia nikah berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun
2019.
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat teoritis

1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah
pengetahuan, serta memeberikan kontribusi terhadap
kajian-kajian yang berkaitan dengan Hukum Keluarga
Islam.

2) Diharapkan bagi pihak-pihak yang belum mengetahui
perubahan Undang-Undang tersebut baik dari
masyarakat itu sendiri maupun pihak yang berwenang.

3) Diharapkan mampu menjadi rujukan bagi penelitian-
penelitian selanjutnya yang berfokus pada tema-tema
terkait.

b. Manfaat praktis

1) Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan
dan pengetahuan mengenai. akibat hukum dari
pemahaman masyarakat Kota Pekalongan terhadap batas
usia nikah berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2) Bagi remaja, diharapkan dapat memberikan pengetahuan
dan wawasan tentang Undang-undang No. 16 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang bertujuan untuk
melindungi kesehatan calon pengantin pada usia yang
masih muda.

3) Bagi orang tua, agar memberikan pengetahuan kepada
anaknya tentang perubahan Undang-undang diatas agar
tidak tergesa-gesa dalam pernikahan.

D. Penelitian yang Relevan
Penelitian yang relevan merupakan penelusuran terhadap
studi atau karya-karya terdahulu yang terkait untuk menghindari
duplikasi, plagiasi, serta menjamin keaslian dan keabsahan yang



dilakukan. Hasil penelitian sebelumnya dari penelitian terdahulu
yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan ini antara
lain:

Pertama, kajian yang ditulis oleh Syukron Septiawan yang
berjudul “Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maslahah”.®
Hasil penelitian ini adalah Secara Filosofis, perubahan batas usia
nikah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan
komitmen negara dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan
bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif.  Secara
Sosiologis,  merupakan upaya pemerintah dalam mencegah
pernikahan dini, sayangnya penetapan ini tidak dibarengi dengan
perubahan aturan tentang dispensasi kawin sehingga semakin
meningkat angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan
Agama, hal ini disebabkan karena tidak adanya batasan yang jelas
pada saat kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh
pengadilan dan instansi berwenang diberikan. Secara Yuridis,
perubahan batas usia nikah adalah revisi dari peraturan sebelumnya
yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat
sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi,
pendidikan dan kebudayaan. sehingga aturan mengenai batas usia
nikah sekarang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun
2019 yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita
sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Adapun  perbedaan penelitian yang ditulis oleh
SyukronSeptiawan dengan penelitian penulis adalah penelitian
Syukron Septiawan terfokus pada perubahan batas usia nikah bagi
perempuan dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019 sedangkan
penelitian penulis terfokus pada pemahaman batasan usia nikah
menurut Undang-undang No. 16 tahun 2019.

8 Syukron Septiwan, “Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Perspektif MasLahah”, Skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020).



Kedua, kajian yang ditulis oleh Martin Pilova yang berjudul
“Batas Usia Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Undang-Undang
Perkawinan Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam) Dalam
Menanggulangi Pernikahan Dini”,° hasil dari penelitian ini adalah
Undang-undang Indonesia mengatur tentang batas usia menikah
bagi laki-laki 19 tahun. Dan perempuan juga telah disamakan yaitu
19 tahun. Sedangkan Undang-undang perkawinan muslim Malaysia
menyebutkan laki-laki berusia 18 tahun. Untuk perempuan berusia
16 tahun. Dan juga Brunei Darussalam menyebutkan 18 tahun
untuk laki-laki. 16 tahun untuk perempuan, dan bagi mereka yang
menghalangi pernikahan yang telah mencapai usia tersebut akan
dikenakan sanksi.

Adapun Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Martin
Pilova dengan penelitian penulis adalah penelitian Martin Pilova
terfokus pada batas usia nikah dalam negara Indonesia, Malaysia,
Brunei Darussalam sedangkan penelitian penulis terfokus pada
pemahaman batasan usia nikah berdasarkan Undang-undang No. 16
tahun 2019 di Kota Pekalongan.

Ketiga, kajian yang ditulis olen Nur Iman yang berjudul
“Batas Usia Kawin Dalam Uu Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap
Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes.”*
Hasil dari penelitian ini adalah Batas usia kawin yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu 19 (Sembilan belas)
tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut
sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan pasal 7 ayat (1) yang menyatakan “Perkawinan hanya
diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19
(Sembilan belas) tahun”. Adapun implementasi terkait Undang-

® Martin Pilova, “Batas Usia Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Undang-
Undang Perkawinan Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam) Dalam
Menanggulangi Pernikahan Dini”, skripsi, (Bengkulu: UIN Fatmawati Begkulu).

10 Nur iman, “Batas Usia Kawin Dalam Uu Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap
Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes”, skripsi, (Jakarta : UIN
Syarif Hidayatullah).



Undang tersebut di Kabupaten Brebes pada tingkat KUA sudah
cukup baik.

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Nur Iman
dengan penelitian penulis adalah penelitian Nur Iman terfokus pada
implementasi terkait Undang-Undang tersebut di Kabupaten Brebes
pada tingkat KUA dan faktor penyebab terjadinya perkawinan di
bawah umur di Kab. Brebes sedangkan penelitian penulis terfokus
pada pemahaman batasan usia nikah berdasarkan Undang-undang
No. 16 tahun 2019 di Kota Pekalongan.

Keempat, kajian yang ditulis oleh Siti Nur Amina yang
berjudul “Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap
Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama”.!! hasil dari penelitian ini
adalah dengan berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
maka mendapat dampak untuk pengadilan Agama Kota
Padangsidimpuan itu sendiri yaitu melonjaknya pengajuan
masyarakat terhadap perkara permohonan dispensasi nikah, yang
dilahat dari datanya yaitu pada bulan oktober 2019 hanya terdapat
30 perkara setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 tahun
2019 yang mengajukan menjadi 59 perkara dalam waktu januari
2020 sampai januari 2022. Dan hal ini juga mengakibatkan
beberapa masyarakat yang menikah dini menjadi putus sekolah
dikarnakan salah satu sekolah tidak lagi menerima siswa yang
sudah menikah.

Adapun perbedaan penelitian Siti Nur Amina dengan
penelitian penulis adalah penelitian Siti Nur Amina terfokus pada
Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah
di Pengadilan Agama sedangkan penelitian penulis terfokus pada
pemahaman batasan usia nikah berdasarkan Undang-undang No. 16
tahun 2019 di Kota Pekalongan.

Kelima, kaijan yang ditulis oleh Neng Hilda Febriyanti dan
Anton Aulawi yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat
Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-

% Siti Nur Amina, “Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap
Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama”, Jurnal EL-THAWALIB, VOL. 3, NO. 4,.
AGUSTUS 2022.



Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.'?hasil dari penelitian
tersebut adalah Perkawinan dibawah umur di Desa Pamengkang,
Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang masih terjadi yang
disebabkan beberapa faktor-faktor vyaitu, faktor tradisi atau
kebiasaan masyarakat setempat, kekhawatiran terhadap gunjingan
masyarakat ketika anak (perempuan) nya menjadi perawan tua
(belum juga mendapatkan jodoh) jika tidak dikawinkan pada usia
muda, faktor ekonomi yang lemah, pengangguran, pendidikan
rendah dan putus sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa
Masyarakat Desa Pamengkang belum sadar hukum atau tingkat
kesadaran dan kepatuhan hukumnya masih rendah khususnya
kesadaran terhadap batasan umur menikah yang diatur dslsm
Undang-Undang Perkawinan dengan tidak melakukan perkawinan
dibawah umur.

Adapun perbedaan dari penelitian Neng Hilda Febriyanti
dan Anton Aulawi dengan penelitian penulis adalah penelitian
Neng Hilda Febriyanti dan Anton Aulawi terfokus pada kesadaran
hukum masyarakat Desa Pamengkang terhadap perkawinan di
bawah umur sedangkan penelitian penulis terfokus pada
pemahaman batasan usia nikah berdasarkan Undang-undang No. 16
tahun 2019 di Kota Pekalongan.

Keenam, kajian yang ditulis oleh Nur lhdatul Musyarrafa
yang berjudul “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis
Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah.”**hasil dari penelitian
ini adalah Pernikahan ialah akad yang menghalalkan seorang laki -
laki untuk beristimta dengan seorang wanita selama tidak ada faktor
yang menghalangi sahnya pernikahan secara syar’i. Dalam Islam al-
Qur*an dan hadist tidak menyebutkan secara spesifik tentang batas

12 Neng Hilda Febriyanti. Anton Aulawi, “Kesadaran Hukum Masyarakat
Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun
2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”,
Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 4, No. 1, Februari 2021.

13 Nur Ihdatul Musyarrafa, “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis
Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah”, jurnal ilmiah perbandingan madzhab,
Vol 1, No. 3, September 2020.
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usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim
dikenal adalah sudah balig, berakal sehat, mampu membedakan
dengan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan
persetujuan untuk menikah, sampainya waktu seseorang untuk
menikah ( bulug an-nikah),dengan kata “rusyd”. Para ulama figh
pengikut mazhab yang empat (Syafi“i, Hanafi, Maliki, dan
Hambali) pada umumnya mereka mendefenisikan perkawinan
adalah suatu  ikatan yang dianjurkan syariat. Para fugaha
meletakkan batas umur sebagai penentu usia baligh. Mengikut
mazhab Hanafi, Syafi“i, Hanbali seorang anak-anak dianggap baliq
apabila berusia lima belas tahun. Manakala mazhab Maliki pula
membataskan usia tujuh belas tahunsebagai umur baligh. Ulama
Syafi“iyah dan Hanbali menentukan bahwa masa dewasa itu mulai
umur 15 tahun, walaupun mereka dapat menerima kedewasaan
dengan tanda -tanda datang haid bagi perempuan dan mimpi bagi
anak laki -laki. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi
anak laki-laki bisa 17 tahun atau 18 tahun sedangkan bagi anak
perempuan adalah 18 tahun dalam kondisi apapun, ia berpendapat
seperti itu karena tidak ada riwayat secara tawqifi (melalui wahyu)
yang menjadikan batas baligh dengan usia. Imam Malik
menetapkan usia dewasa adalah 18 tahun baik bagi laki-laki
maupun bagi perempuan. Mazhab Ja’fari berpendapat bahwa
seseorang telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan
perkawinan jika telah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun
bagi perempuan. Mazhab Ja’fari yang memandang bahwa seorang
wali boleh mengawinkan anak yang masih dibawah umur.

Adapun perbedaan dari penelitian Nur Ihdatul Musyarrafa
dengan penelitian penulis adalah penelitian Nur Ihdatul Musyarrafa
terfokus pada analisis batas usia nikah menurut ulama madzhab,
sedangkan penelitian penulis terfokus pada pemahaman batasan
usia nikah berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 2019 di Kota
Pekalongan.
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E. Kerangka Teori

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan
dan menginterprestasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang
telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan
mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia
terima. Selain itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut,
maka ia mampu memberikan interprestasi atau menafsirkan secara
luas sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya, ia mampu
menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan
datang.'*

Alat yang digunakan dalam berpikir adalah akal, dan hasil
pemikiran terlahir dengan bahasa dan dapat juga berupa intelejensi.
Intelejensi adalah kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan
kebutuhan baru, dengan menggunakan alat-alat berpikir yang
sesuai dengan tujuannya.’® Dengan kata lain pemahaman dapat
diartikan mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari
berbagai segi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sesorang dapat
dikatan memahami sesuatu apabila dia dapat memberikan
penjelasan atau uraian yang lebih rinci tentang hal yang telah
dipelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri.

Tingkat pemahaman menurut Benjamin S. Bloom terbagi
menjadi tiga bagian:

a) Paham
Paham dapat diartikan sebagai tingkat pengetahuan yang
sudah dapat digunakan untuk menjelaskan apa yang diketahui
dengan benar. Meskipun begitu, dalam tingkatan pengetahuan
ini, orang yang paham biasanya belum bisa mengaplikasikan
apa yang dipahaminya dipermasalahan yang sesungguhnya (di
dunia nyata).

14 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 7.

15 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2007), 52.
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b) Tidak Cukup Paham
Tidak cukup paham adalah kemampuan seseorang
menyatakan pendapat hanya sekedar mengetahui yang
sumbernya belum bisa dipertanggung jawabkan atau bahkan
bisa dibilang masih jadi simpan siur.
c) Tidak Paham
Tingkat tidak paham adalah kemampuan seseorang dalam
menanggapi  pertanyaan yang diberikan  menyatakan
pendapatnya tidak memahami sama sekali apa yang
disampaikan.®

Di indonesia Batas Usia Nikah dalam UU Nomor 16 Tahun
2019 Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki seperangkat
aturan pelaksanaan perkawinan yang mengikat semua warga negara
Indonesia.Peraturan tersebut secara rinci menegaskan prihal yang
harus dipahami dan dipatuhi oleh setiap warga yang hendak
melangsungkan perkawinan ataupun yang telah terikat dalam
sebuah perkawinan. Semua tindakan hukum harus didasarkan
kepada peraturan tersebut. Peraturan yang dimaksud adalah
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 vyang ditetapkan pada
tanggal 14 Oktober 2019 oleh Presiden Joko Widodo pada
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019.

Dalam undang-undang tersebut, ditetapkan sebuah batasan
usia bagi para calon mempelai, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi
calon pengantin laki-laki dan 19 (sembilan belas) tahun bagi calon
pengantin perempuan. Ketetapan tersebut terdapat pada pasal 7 ayat
(1) yang berbunyi:’

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah
mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.

Ayat di atas menegaskan bahwa tidak akan terjadi
perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai usia
sebagaimana yang telah ditetapkan. Dan bahkan, dalam sebuah ayat

16 Benjamin S. Bloom, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2015), 50

17 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang Batas Usia
Nikah.
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pada pasal sebelumnya, dinyatakan bahwa seseorang yang hendak
menikah akan tetapi belum mencapai usia 21 (dua puluh satu)
tahun, maka harus mendapatkan izin kedua orang tua atau walinya.
Sepintas, dapat diasumsikan bahwa idealnya usia dewasa dan siap
kawin adalah usia 21 (dua puluh satu) tahun. Namun penegasan
pada pasal 7 ayat (1) tersebut memberi pemahaman utuh bahwa
usia minimal perkawinan yang diterapkan di Indonesia adalah 19
(sembilan belas) tahun.

Namun demikian, penetapan usia tersebut bukanlah harga
mati tanpa dispensasi sama sekali. Dikatakan demikian karena
dalam ayat berikutnya pada pasal yang sama, yaitu ayat (2) terdapat
kelonggaran bagi seseorang yang hendak menikah akan tetapi
belum mencapai usia tersebut. Kelonggaran tersebut memiliki
prosedur yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu dengan cara
mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama
pada wilayah kewenangan relatifnya atas izin kedua orang tua
masing-masing pihak.

Pada dasarnya, dalam hukum islam (fikih) tidak mengatur
secara pasti tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya
ketentuan tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan
diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk
mengaturnya. Al-Qur“an mengisyaratkan bahwa orang yang akan
melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu.

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu
perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari
kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama
menjaga jalur keturunan. Batas umur minimal tidak tedapat dalam
berbagai mazhab secara konkret yang dinyatakan dalam bilangan
angka, yang terdapat pernyataan istilah baligh sebagai batas
minimalnya. Para ulama mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil
merupakan bukti ke baligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena
pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya
sama sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Syafi“i dan
Hambali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan
perempuan adalah 15 tahun, sedangkan maliki menetapkan 17
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tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh untuk anak
laki -laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan 17 tahun,
pendapat Hanafi dalam hal usia baligh ini adalah batas maksimal,
sedangkan usia minimalnya adalah 12 tahun untuk anak laki-laki
dan 9 tahun untuk anak perempuan, sebab pada usia tersebut
seorang anak laki-laki mimpi mengeluarkan sperma, menghamili
dan mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedangkan pada anak
perempuan dapat hamil dan haid.®

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana
pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan terhadap batas
usia nikah berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019,
dimana penelitian ini berupaya untuk mengetahui bagaimana
pemahaman tentang batasan usia nikah beserta akibat
hukumnya dikota Pekalongan. Penelitian ini menggunakan
sosiologi hukum adalah metode yang seringkali digunakan
dalam ilmu-ilmu sosial, yakni berangkat dari fakta yang ada di
masyarakat yang berkaitan dengan hasil penelitian secara
ilmiah. Sehingga metodenya adalah menggunakan analisis
empiris atas relialita sosial hukum. Hasil yang diinginkan dari
riset berperspektif sosiologi hukum adalah menjelaskan dan
menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya
hukum materiil dalam masyarakat.*®

Penulis memaparkan dan menjelaskan data yang
ditemukan dalam penelitian dengan bentuk kualitatif dimana
fakta-fakta dipaparkan secara sistematis. Penelitian ini
menggunakan  pendekatan  kualitatif untuk  mengetaui
pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan terhadap batas
usia nikah berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019.
Dimana dalam pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat

18 Muh. Jawad Mughiyah, Figh Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2003), 317.
19 Umar Sholaudin, “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami

Konflik Agraria”, Analisis Data, Jurnal Dimensi X, no. Il (2017), 52
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mengungkap masalah riset secara natural, m engenai bagaimana

pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan terhadap batas

usia nikah berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019.

Dan penelitian ini menggunakan teknik Quota sampling yaitu

teknik pengambilan sampel dengan cara menetapkan jumlah

tertentu sebagai target yang harus dipenuhi dalam pengambilan
sampel dari populasi (khususnya yang tidak terhingga atau tidak
jelas), kemudian dengan patokan jumlah tersebut peneliti
mengambil sampel secara sembarang asal memenuhi
persyaratan sebagai sampel dari populasi tersebut.?

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data

yaitu data

primer dan sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Data Primer adalah data yang didapat langsung dari
masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui
penelitian lapangan. Dalam hal ini dengan cara mengisi
kuesioner pada google form kepada pihak yang terlibat
dalam penelitian penulis yaitu masyarakat Kota Pekalongan
yang mencakup dari berbagai elemen masyarakat antara lain
dari anak remaja, orang dewasa hingga orang tua..

b. Data Sekunder, merupakan sumber data pendukung yang
berfungsi menguatkan data primer. diperoleh melalui
literatur buku penunjang, karya ilmiah atau sumber lain
yang berkaitan dengan materi penelitian penulis yang
dibedakan dalam beberapa macam:

1) Bahan hukum primer yaitu: bahan-bahan hukum yang
mengikat. Dalam skripsi ini adalah Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 20109.

2) Bahan hukum sekunder vyaitu: berupa buku-buku.
Makalah. jurnal -jurnal . laporan penelitian. artikel.
maupun situs.

20 M. Kasiram, Metodologi Penelitian Kuantitatif. (Malang: UIN Malang
Press, 2008), 227.
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3) Bahan  hukum tersier yaitu: berupa  kamus
hukum,ensiklopedia,dan sebagainya.
c. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota
Pekalongan. Kriteria dari subjek tersebut yaitu :
e Masyarakat Kota Pekalongan
e Minimal usia 17 tahun
Adapun objek dari penelitian ini adalah pemahaman hukum
masyarakat Kota Pekalongan terhadap batasan usia nikah
dalam undang-undang perkawinan no. 16 tahun 2019.
3. Teknik Pengumpulan Data.
a. Dokumentasi
Dalam hal ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu
menggali informasi dari sumber-sumber tertulis yaitu buku,
jurnal, dan artikel.
b. Kuesioner
Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis
kepada responden untuk dijawabnya, dapat diberikan secara
langsung melalui internet dalam bentuk Google Form.
Kuesioner ini ditujukan kepada masyarakat kota Pekalongan
untuk mengetahui pemahaman pemahaman masyarakat Kota
Pekalongan terhadap batas usia nikah berdasarkan Undang-
undang No. 16 Tahun 2019. Dan untuk link kuesioner
sebagai berikut https://forms.gle/oiRrCEZ4ssqgvUzBL6.
4. Teknik Analisis
Tahap yang dilakukan untuk menjadi suatu laporan
maka mengelola hasil riset dengan menganalisis data, antara
lain:

Tahap pertama, yaitu kegiatan memeriksa dan meneliti
kembali data yang diperolen dari hasil kuesioner, untuk
mengetahui apakah data yang ada sudah cukup dan lengkap
ataukah perlu ada pembetulan.

Tahap kedua atau biasa disebut Axial coding, yaitu
kegiatan melakukan pengolahan data ke dalam bentuk tabel.


https://forms.gle/oiRrCEZ4ssgvUzBL6
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Tahap ketiga atau bisa disebut dengan coding yaitu
membuat kata kata secara manual, dalam kegiatan ini
mendeskripsikan data dari jawaban responden yang ada di tabel.
Jawaban setiap item instrumen tersebut menggunakan
pertanyaan dengan jawaban pilihan ganda serta berbentuk
pentanyaan yang dijawab uraian bebas menurut kriterianya. Hal
tersebut digunakan untuk memamaparkan sikap, pendapat dan
pemahaman hukum seseorang tentang batas usia nikah, yang
selanjutnya disimpulkan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab,
masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bagian dengan tujuan
agar pembahasan penelitian ini tersusun secara sistematis. Adapun
sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB | yaitu Pendahuluan, berisi: latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka,
kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB Il yaitu landasan teori dan konseptual. dalam bab ini
akan diuraikan tentang teori pemahaman hukum dan batas
perkawinan. Batas usia perkawinan menurut fikih dan hukum
positif.

BAB Ill yaitu kajian lapangan yang membahas tentang
kondisi masyarakat yang ada di Kota Pekalongan. dalam bab ini
akan di uruaikan Gambaran umum, Letak geografis, Gambaran
Demografis, kependudukan, agama, Pendidikan, sosial ekonomi,
serta Pemahaman Hukum Masyarakat Kota Pekalongan Terhadap
Batasan Usia Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan No 16
Tahun 2019

BAB IV yaitu tentang hasil dan diskusi atau analisis. Bagian
ini memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan yang
kemudian didialogkan dengan teori-teori yang dipakai. Data terkait
pemahaman hukum masyarakat Kota Pekalongan terhadap batasan
usia nikah dalam undang-undang perkawinan No 16 Tahun 2019
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dan faktor apa yang mempengaruhi pemahaman tersebut. Penyajian
bagian ini akan dilakukan secara tematik sesuai temuan lapangan

BAB V yaitu bagian terakhir penutup yang mencakup
kesimpulan dan saran.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemahamam hukum masyarakat Kota pekalongan tentang
batas usia nikah berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun
2019 yaitu masih banyak masyarakat yang belum paham
tentang batas usia nikah dikarenakan Kurangnya sosialisasi
karena informasi, tidak pernah dibahas di sekolah,
kurangnya minat baca masyarakat, dan ketidakpedulian
masyarakat terhadap undang-undang itu sendiri.

2. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat
pemahaman hukum masyarakat Kota Pekalongan terhadap
batasan usia nikah dalam undang-undang no. 16 tahun 2019
yaitu rendahnya pendidikan, rendahnya ekonomi,
lingkungan, informasi.

B. Saran

1. Untuk meminimalisir pemahaman hukum masyarakat Kota
Pekalongan yang masih belum paham tentang batas usia
nikah berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 2019
Untuk para pihak terkait agar sosialisasi Undang-Undang
Perkawinan dilakukan secara menyeluruh dan sistematis
mulai dari tingkat Kota atau Kabupaten sampai ke tingkat
yang paling bawah yaitu dusun atau kampung baik melalui
kegiatan yang bersifat formal maupun non formal.

2. Memberikan penyuluhan tentang batas usia minimal
perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 serta membangun kesadaran akan resiko
perkawinan di bawah umur kepada para tokoh masyarakat
seperti Ustadz atau Kiai, Lebe, aparat kelurahan serta para
Kepala KUA  vyang secara langsung dapat
mensosialisasikannya kepada masyarakat.

57
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